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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung bagaimana prosedur dalam
perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce dan bagaimana hukumnya dalam Islam (Figh
Muamalah/jual beli). Dalam rangka mendorong pengembangan ekonomi Islam kontemporer,
keuangan dan perbankan syariah secara nasional, diperlukan upaya meneliti dan memperluas
keilmuan ekonomi Islam tentang perjanjian jual beli tanah melalui E-commerce sesuai dengan
syariah, demi kenyamanan dan keamanan masyarakat luas lebih khusus umat Islam dalam Hukum
meneruskan atau membatalkan jual beli tanah dalam Islam, sehingga umat Islam tidak ragu dan takut
terjerumus riba dan kepastian hukum dalam Islam system meneruskan atau membatalkan jual beli
dalam Islam. Hasil dari penelitian ini bisa ada beberapa kemungkinan pendapat dalam hukumnya,
bisa jadi sebagian ada yang mengharamkan atau memubahkan, dari hasil analisis sementara Hukum
meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam adalah mubah.

Kata kunci : Perjanjian; Jual Beli; e-commerce; Hukum Islam

Pendahuluan

Tanah adalah objek properti yang rawan sengketa, proses pembelian dan penjualannya pun
tidak mudah, karena memerlukan perjanjian hitam di atas putih yang melibatkan banyak pihak,
oleh karena itu pengetahuan tentang hukum jual beli tanah penting untuk diketahui siapapun yang
berniat melakukan transaksi jual beli tanah. Dengan begitu setiap Negara menerapkan peraturan
yang berbeda terkait hukum jual beli tanah. Di Indonesia, aturan jual beli tanah mengacu pada
beberapa instrument hukum, yaitu kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA) dan PP No.24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran Tanah. Adapun
jual beli tanah dalam kitab undang-undang hukum Perdata ialah dalam KUH Perdata, tanah
dikategorikan sebagai benda-benda yang tidak bergerak sesuai dengan pasal 506 undang-undang
tersebut. Oleh karena itu, ketika membeli tanah, yang berpindah bukan lagi objeknya tetapi hak
kepemilikan atas tanah tersebut.!

Ekonomi Syari’ah sebagai sebuah peraturan,” pada saat ini merupakan pilihan dalam
melakukan transaksi E-comersce sebagai sebuah perumpamaan transaksi dengan pengatura-
pengaturan Ekonomi yang berada pada saat ini ( Kapitalisme serta Sosialisme). Di dalamnya
menyusun seperangkat nilai asas serta prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan serta
pengontrol yang tidak boleh ada penyimpangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam
ekonomi tersebut.

! Arip Purkon, Bisnis Online Syari’ah: Meraup Harta Berkah Dan Berlimpah Via Internet, (Jakarta : Pt. Gramedia
Pustaka Utama, 2014) h.20

2 Muhammad Majdy Amiruddin, Nasrullah bin Sapa, and Abdul Syatar, “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia
Banking,” AIl-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15-28,
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
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Seiring teknologi perkembangan telekomunikasi semakin maju, mereka memperkenalkan
teknologi seluler baru,® yang juga dikenal sebagai teknologi nirkabel, untuk kebutuhan individu
dan organisasi untuk melakukan transaksi elektronik dan komunikasi melalui penggunaan
teknologi berkemampuan Web yang dikenal sebagai "perdagangan seluler", "m-commerce," atau
"MC." Di beberapa tahun terakhir, konsumen dan organisasi telah mendapatkan keuntungan dari
banyak fitur teknologi m-commerce melalui berbagai aplikasi, seperti melakukan transaksi
keuangan, transaksi jual beli, periklanan, layanan informasi dan berita, hiburan dan permainan,
serta pendidikan dan pelatihan. Sebagai individu dan organisasi menjadi lebih mobile dan virtual,
diharapkan jumlah aplikasi yang berhubungan dengan m-commerce akan meningkat secara
signifikan.

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwasanya dengan munculnya e- commerce
memang sangat mempermudah masyarakat Khususnya Masyarakat yang ada di Kabupaten Gowa
dalam hal tranksaksi terutama dalam hal jual beli, dan ini bukan lagi hal yang lazim. Namun untuk
menghindari adanya penipuan atau ketidaksesuaian dalam bertransaksi penulis berharap bahwa
saat menjalani proses tranksaksi penjual maupun pembeli harus lebih teliti dalam menyikapi
kesepakatan sehingga dapat meminimalisir penipuan dalam hal jaul beli online.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penyusun menggunakan jenis peneletianlapangan yaitu
mengumpulkan data dan mengadakan wawancara, secara langsung kepada masyarakat Kabupaten
Gowa khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Somba Opu terkait penanganan studi kasus
dalam penelitianini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa,
dimana dalam penelitian ini Kecamatan Somba Opu sudah tidak asing lagiterkait jual beli online
(E-Commerce), khususnya dalam jual beli tanah. Pendekatan ini merancang hukum sebagai apa
yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.* Selain itu pendekatan normatif berarti
mempelajari hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlakudalam masyarakat.
Analisis kualitatif dilakukan apabila data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat
dilakukan pengukuran, data tersebut sulitdiukur oleh angka, hubungan antar keadaan yang
berubah-ubah sampai lebih bersifat pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan
pengamatan,penggunaan teori yang kurang diperlukan- Dalam hal ini peneliti berusaha membahas
objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Dimana suatu penelitian itu
dilakukan oleh situasi yang nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan
fakta (fact-finding), yang kemudian menuju kepada penentu(problem-identification) dan pada
akhirnya menuju pada proses penyelesaian masalah (problem-solution).® Jadi berdasarkan
pendekatan yuridis ialah pemahaman Agama Islam secara hukum menurut Islam. Hukum yang
digunakan umat Islam berdasarkanal-Qur’an dan wahyu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi.

Pembahasan
Defenisi Perjanjian
Di Indonesia umumnya digunakan istilah “perikatan” sebagai padanan istilah Belanda

3 Muammar Bakry et al., “Strengthening the Cyber Terrorism Law Enforcement in Indonesia: Assimilation from
Islamic Jurisdiction,” [International Journal of Criminology and Sociology 10 (2021): 1267-1276,
https://doi.org/https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.146.

“Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenada Media 2005), h. 93-95.

SBambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 77.

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul Press, 1982), h. 10.
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verbintenis dan “perjanjian” sebagai padanan istilah Belanda overeenkomst. Namun ada yang
menggunakan kata “perjanjian”sepadanan kata Belanda verbintenis dan kata “persetujuan” sebagai
terjemahan overeenkomst. Ada pula yang menggunakan istilah “perutangan” untuk memberi
padanan kata verbintenis, sedang untuk istilah overeenkomst digunakan “persetujuan.” Akan tetapi
kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan kata Belanda verbintenis dan
“perjanjian” dan hal ini identik dengan “persetujuan”, bahkan dengan “kontrak” sebagai
terjemahan istilah overeenkomst. Tetapi ada yang menggunakan kata “perikatan” untuk menunjuk
perikatan (verbintenis) diluar lapangan hukum harta kekayaan, sedangkan untuk perikatan
(verbintenis) dalam lapangan hukum harta kekayaan digunakan istilah “perutangan”.

Perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata adalah “suatu perjanjian (persetujuan) adalah
suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.
Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

a. Kesepakatan yang nereka buat mengikat dirinya
b. Kecakapan untuk membuat perikatan

c. Suatu produk persoalan tertentu

d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Jadi dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukum yang dimana
pihak satu mengikat pihak lainnya dengan suatu perjanjian tertentu.

Dapat kita simpulkan perjanjian adalah suatu tindakan perbuatan hukumyang dimana pihak
satu mengikat pihak lainnya dengan suatu perjanjian tertentu. Unsur-Unsur dalam Perjanjian
Unsur-unsur perjanjian dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal ada tiga unsur yaitu :’

Unsur esensialia pada umumnya di pergunakan dalam memberikan rumusan, defenisi atau
pengertian dari suatu perjanjian. Misalkan perjanjian antara jual-beli dibedakan dari perjanjian
tukar-menukar, karena jual-beli mengatur tentang jual-beli sebagaimana dalam ketentuan Pasal
1457 KUHPerdata “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk
menyerahkan sesuatu barang, dan pihak yang lain untuk membayardengan harga yang dijanjikan”
sedangkan Pasal 1541 KUHPerdata tentang tukar-menukar yaitu “suatu perjanjian dengan mana
kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan sesuatu barang secara timbal-
balik sebagai ganti suatu barang lain”

jual beli dalam Islam khususnya dalam pandangan mazhab syafi’i diperbolehkan
hukumnya secara ijma’. Dijelaskan dalam surah an-nisa ayat 29 : “kecuali dalam perdagangan
yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” Peraturan transaksi elektronik di
Indonesia mensyaratkan bahwa parapelaku wajib mempunyai iktikad baik dalam melakukan
transaksinya tersebut. Namun dalam mazhab syafi’i tidak mensyaratkan perbuatan hati dalam
syarat dan rukun jual beli.

Rukun jual beli dalam Madzhab Asy-Syafi’i hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pihak yang
mengadakan akad, shigat (ijab gabul) dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli
figih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang
tidaklah mahal dan berharga objek akad. Namun beberapa ahli fiqgih madzhab membolehkan jual
beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam hal barang yang tidaklah mahal dan berharga.

Tidak jauh berbeda dengan asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan
dasar hukumnya juga di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yakni: Untuk sahnya suatu perjanjian-
perjanjian, dibutuhkan empat syarat: Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan

"Kartini Muliadi dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Jakarta: PT
Raja Grafindo, 2003), h. 84.
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untuk membuat suatu perjanjian, Suatu pokok persoalan tertentu; dan Suatu sebab yang tidak
terlarang.

Peraturan mengenai e-commerce selanjutnya diatur dalam Undang- Undang No. 11 Tahun
2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UUITE). Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik kemudian diatur pada Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang No.7
Tahun 2014 tentang Perdagangan. Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (UUPK), terdapat hak-hak dasar konsumen yang harus dilindungi, salah
satunya adalah kepastian hukum. Jaminan keamanan e-commerce juga sangat diperlukan untuk
melindungi konsumen dan menumbuhkan kepercayaan konsumen, agar transaksi melaui e-
commercesemakin meningkat.

Dalam pasal 1330 KUHPerdata, ditegaskan sebagai orang-orang yangbelum dewasa,
tidak cakap untuk membuat suatu perjajian: Orang-orang yangbelum dewasa, Mereka yang
ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan dalamhal-hal ditetapkan oleh undang-undang telah
melarang membuat perjajian tertentu.

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam kata akad
berasal dari “al-aqd” yang berarti meningkat menyambung atau menghubungkan ( ar-rabrt)
Sebagai salah satu istilah hukum Islam. Para ulama berpendapat sighatal-aqd ini sangat penting
dikarenakan sighat al-aqd menunjukkan keinginan dan keridhaan para pelaku akad, jika pelaku
akad tidak melakukan ijab dan kabul (sighat al-aqd) maka dapat diartikan para pihak tidak ridha
melakukan sebuah akad.

Islam adalah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga
mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah tranksaksi muamalah
(misalnya jual beli).® Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahuihal-hal penting
sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam
waktu yang pendek ini.

Jual Beli Tanah Menurut Khiyar

Islam adalah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita bisa beribadah, tetapi juga
mengatur hal-hal yang non-ibadah ritual, termasuk didalamnya adalah tranksaksi muamalah
(misalnya jual beli).” Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus mengetahuihal-hal penting
sehingga jual beli tersebut menjadi sah dalam pandangan Islam. Itulah yang akan kita bahas dalam
waktu yang pendek ini.'°

Perkembangan perikatan akad-akad dalam dunia bisnis sangatpesat, seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Ketika ada persoalan baru, figih dituntut untuk
menjawab persoalan baru, fiqih dituntut untuk menjawab persoalan tersebut dalam kacamata
syariat. Salah satunya adalah jual beli dengan meneruskan atau membatalkan jual beli dalam Islam.
Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya.
Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal
dalam muamalah termasuk didalamnya jual beli adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan
keharamannya Flrman Allah SWT Al- Baqarah/Z 275:

CJ\ &7 J,qj \yjn C“J‘ u\ A r.asb JJ; JwJ\ ULMJ\ AREES L;.m b5k u.ﬂ!\ Oyhsis ¥ \}JJJ\ Q}Kb uJJJ\
Yvo Oyt g > j’LJ\ w\ J.:}jb 3 2ag AT JL ,ojn\j Gl G G g5t 35 o a;«hgy FEaRN \).QJ\ 2553

8 Tim dewan pengawas syari’ah, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180
® Tim dewan pengawas syari’ah, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180
19 Tim dewan pengawas syari’ah, kumpulan khutbah bisnis dan keuangan syariah (surabaya : OJK BI, 2015), h. 180
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Terjemahnya :

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang

yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual

beli sama dengan riba’. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”!!

Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang menunjukkan
atas pengharamannya.
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce

Berdasarkan proses transaksi jual beli secara elektronik yang telah diuraikan diatas
menggambarkan bahwa ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional,
dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya
melalui media internet, sehingga orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang
berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu
secara langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak
penjual maupun pembeli.

Seperti yang dijelaskan pada saat sesi wawancara terhadap tokoh masyarakat keluarahan
pallangga sudirman mengenai jual beli tanah melaui e-commerce,informan mengatakan :

“ketika kita meakukan perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce atau online,
sebenarnya agak rumit tetapi ketika melihat akad dari proses jual beli agar bisa dikatakan sah
dalam jual beli tersebut tidak terlalu susah ketika dijalani akadnya, inilah mengapa banyak
masyarakat sekitar sini melakukan transaksi jual beli tanah melalui e- commerce karena
menurutnya sedikit mengurangi tenaga untuk melihatkondisi tanah secara berulang-ulang.

Terjadinya kata sepakat dalam pejanjian jual beli melalui e-commerce ialah suatu
perdagangan online yang semakin marak ini, sering kali terjadi suatu kebingungan antara para
pihak yang melakukan suatu perjanjian khususnya perjanjian jual beli melalui e-commerce.
Kebingungan tersebut adalah diantaranya : Kapan kesepakatan tersebut terjadi?

Dalam penjelasan mengenai teori-teori yang dijelaskan pada bab III dalampenelitian ini,
diperlukannya teori baru yang pas atau tepat diterapkan pada transaksijual-beli e-commerce.

Dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal ini jual beli melalui e- commerce, ada
kelebihan dan kekurangan bagi pelaku usaha dan konsumen. Adapun kelebihan dan kekurangan
bagi pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi jual-beli melalui e-commerce.

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis
elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern).Pada dasarnya e- commerce menggunakan
internet sebagai alat, media, sarana,(wasilah), yang manadalam kaidah syariah bersifat fleksibel
dan dinamis.Hal initermasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan
sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memantaatkannya
demi kemakmuranbersama. Seperti halnya dengan pendapat hasrullah sebagai informan dalam
wawancara, ia mengatakan bahwa :

“sekarang semua serba bisa dilakukan lewat online, tidak ada yang buat susah kecuali

malas dan tidak peduli bahkan hal terkecilpun bisa di lakukan lewat online.”!?
Dalam hadis Rasulullah juga, disebutkan sebagai berikut:

Artinya :

' Departemen Agama R, al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. Toha Putra, 2002), h. 263.
12 Hasrullah (51 tahun), “wawancara”. Tanggal 24 mei 2021
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"Dari Abdullah bin mas®“ud, dia berkata: “Apa yang dipandang baik menurut orang Islam
baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelekmenurut orang Islam maka jelek menurut
Allah”.13

Walaupun hukum Islam memiliki “concern” yang sangat intensif terhadap masalah-
masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam prinsip-prinsip dasarnya.

Teknologi elektronik dan nirkabel telah mengubah cara kita berbisnis selama-lamanya.
Kami telah melihat perubahan cepat dalam dekade terakhir, tidakhanya dalam kemajuan teknologi
informasi tetapi juga dalam desain model bisnis dan arah strategi serta dalam bertranksaksi.
Teknologi juga menjadi pusat operasi perusahaan sebagai strategi Masa depan elektronik dan
aplikasi teknologi nirkabel akan terus menjanjikan bagi perusahaan mencari keunggulan
kompetitif. Mengikuti kemajuan teknologi tidak pernah lebih sulit atau yang lebih penting bagi
perusahaan karena mereka bersaing dalam duniayang semakin global ekonomi.

Jual-Beli Online sekarang ini hampir dilakukan oleh semua orang, terutamayang hidup
diperkotaan. Cukup duduk santai di rumah, punya data, punya aplikasitoko jual beli online, seperti,
Shopee, Bukalapak, Facebook marketplace dan lain- lain, maka seseorang bisa membeli segala
kebutuhan hidupnya hanya dengan dudukmanis di rumah atau dikantor. Transfer duit, barang pun
datang. Tanpa perlu cape-cape pergi ke pasar.

Khususnya masyarakat Kecamatan Sombaopu yang dominan melakukan transaksi secara
online mulai dari barang-barang yang terkecil hingga terbesar bahkan tanah pun menjadi sasaran
e-commerce untuk dilakukan. Namunberdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kecamatan
tersebut setidaknya perjanjian jual beli tanah mereka sesuai dengan prosedur atau akad dalam
hukum Islam, itulah mengapa pentingnya melakukan tinjauan langsung terhadap konsumenyang
melakukan e-commerce dalam melakukan transaksi agar rukun dan syarat- syarat dalam
bermuamalah secara online sesuai ketentuan yang ada.

Kesimpulan

Transaksi Jual beli Online (e-commerce) mirip dengan akad salam yaitupembayaran di
muka dan barang diterima dikemudian hari. Dan bisnis e-commerce tidak bertentangan dengan
Syariat Islam jika memenuhi rukundan syarat-syarat jual beli yang terdapat pada system perjanjian
(akad) yang sah dalan hukum Islam. Di samping itu bisnis e-commerce dapat memenuhi rukun dan
syarat jual-beli dalam perikatanhukum Islam, hal ini dapat dilihat dan dianalisispada pihak yang
bertransaksi atau pelaku (penjual dan pembeli), obyek yang ditransaksikan, wujud pernyataan
kehendak padasaat terjadi transaksi (ijab gabul) dan sighat (pernyataan kerelaan) yang terdapat
pada e-commerce berdasarkan ke empat rukun yang ditetapkan dalam perikatan hukum Islam.
Berdasarkan implikasi di atas, maka tinjauan hukum Islam sebagai pandangan yang digunakan
dalam menetukan perjanjian jual beli tanah melalui e-commerce sesuai dengan akad yang ada dan
penjelasan yang lengkap sesuai nas hal-qur’an dan as-sunnah, maka perjanjian jual beli tanah
melaui e-commerce ini sah saja dilakukan apabila sesuai tuntunan yang ada dan tidak merugikan
satu pihak.
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